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Abstrak   
Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan di 
masyarakat. Wakaf yang telah berjalan selama ini dikelola oleh masyarakat melalui nazhir  
perorangan atau yayasan berbadan hukum yang sekaligus bertindak sebagai nazhir. Secara  
sosiologi, wakaf merupakan bagian dari sumber kekayaan yang dapat dijadikan sarana 
untuk melakukan kebajikan-kebajikan umum, baik kebajikan ibadah mahdhah maupun 
kebajikan ibadah sosial. Oleh karena itu, wakaf dalam perspektif sosiologi hukum adalah  
perbuatan hukum masyarakat  dilaksanakan dengan  menyerahkan  harta benda kepada 
seseorang atau kelompok tanpa melihat golongan sebagai bentuk kepedulian sosial guna 
untuk kepentingan masyarakat secara umum. 
Kata kunci : wakaf, sosiologi hokum 
 
Abstract  
Waqf is a legal act which has long lived and carried out in the community. Endowments which has 
been running through nazhir managed by individuals or foundations are legal entities which also 
acts as nazhir. In sociology, waqf is a source of enrichment that can be used as a means to perform 
public virtues, both the virtues and the virtues of worship mahdhah social worship. Therefore, the 
waqf in the perspective of sociology of law is a legal act performed by submitting the property to a 
person or group regardless of the class as a form of social awareness in order to benefit society in 
general. 
Key words: waqf, sociology of law. 
 
A. Pendahuluan 
Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. 
Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf 
bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah, melainkan juga 
merupakan phenomena yang multiform, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan 
kemasyarakatan. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat 
itu sendiri dalam masyarakat muslim (Rahmat Djatnika, 1992 : 1). 
Dengan sendirinya masalah wakaf bukan sekadar masalah keagamaan atau 
masalah kehidupan seseorang atau masalah adat belaka, melainkan juga merupakan 
masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi 
polymorphe secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut masalah-masalah sosial, 
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ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, bahkan juga masalah politik  (Rahmat Djatnika, 
1992 : 2). 
Masyarakat mewakafkan hartanya di samping didorong untuk kepentingan umum 
juga yang paling penting karena motivasi keagamaan. Kuatnya motivasi keagamaan dari 
masyarakat Islam untuk mewakafkan hartanya sering mempengaruhi keengganan 
masyarakat untuk diatur secara administratif. Bagi mereka wakaf harta termasuk arusan 
agama sehingga tidak perlu diatur secara administratif yang dianggap menghambat atau 
tidak praktis pelaksanaannya (Abdul Ghofur Anshori, 2005 : 39) 
Islam sebagai agama samawi  tertantang tidak saja untuk menghancurkan 
ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan juga berkehendak untuk 
mewujudkan kesejahteran masyarakat. Selain itu Islam tidak hanya sebagai agama yang 
sarat dengan nilai etis normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial tetapi 
secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi 
dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan (Unun Roudlotul Janah, 2009 : 77).  
 Kemudian Islam sebagai agama wahyu yang sempurna selalu memberikan 
kesempatan seluas-luasnya  kepada para pemeluknya  untuk melakukan amal perbuatan 
yang baik atau amal saleh dengan berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam 
agama Islam. Satu di antara perbuatan atau amal  saleh tersebut ialah perbuatan wakaf 
(Muchlis, 2010 : 71).  Wakaf  sepanjang sejarah Islam, telah memerankan peran yang sangat 
penting dalam mengembangkan  kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan 
masyarakat Islam.(M.A. Mannan, 2001 : 12) 
 
B. Wakaf  dan Tanggung Jawab Sosial 
1. Wakaf 
Wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda miliknya, yang 
kekal zatnya, menjadi tetap untuk selamanya, diambil manfaatnya bagi kepentingan 
kebaikan (kepentingan umat manusia (Roihan A. Rasyid, 1991 : 38). Atau wakaf adalah 
perbuatan hukum seseorang atau kolompok orang atau badan hukum yang memisahkan 
sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya 
sesuai dengan ajaran Islam dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak 
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bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut 
ajaran Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). 
Menurut Muhammad Ibnu Ali Al Syaukani dalam “Nail Al Autar” merumuskan 
wakaf adalah menahan harta milik di dalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan ibnu 
sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya. Sedangkan barang atau harga itu tetap 
sebagai milik dari orang yang berwakif (Awang, 1991 : 10). Sedangkan menurut Koesoemah 
Atmadja bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu 
barang keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat 
..(Koesoemah Atmadja, 1992 : 11)  
Wakaf, yang pada awalnya  dilakukan sebagai pemanfaatan aset individual untuk 
kepentingan publik telah mengalami berbagai perubahan, baik pada tataran paradigma 
maupun dalam hal praktik operasionalnya. Pada tataran paradigma, wakaf telah bergerak 
dari sekadar pemanfaatan suatu benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan mulai 
merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang/benda yang memiliki muatan 
ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik, wakaf kini mulai dikembangkan ke 
dalam bentuk pemanfaatan alat produksi dan alat ekonomi seperti uang, saham, dan 
sebagainya (Dirjen Bimmas Islam Depag RI, 2008 : 3). 
2. Tanggung Jawab Sosial  
Wakaf dalam berbagai perubahan dan perkembangannya,  lebih didasari oleh 
kesadaran tentang strategisnya oleh masyarakat itu sendiri, bahwa wakaf dalam 
pemberdayaan kehidupan masyarakat diberbagai sektor sangat diharapkan. Oleh karena 
itu, wakaf merupakan transformasi kepemilikan dari sifatnya yang sangat individual 
menjadi kemanfaatn untuk komunitas publik bersama (masyarakat). Melalui wakaf, 
kemanfaatan dan kesenangan individu yang kini justru berkembang sebagai akibat dari 
praktik liberalisasi ekonomi pasar mengandalkan adanya pembebasan kehidupan ekonomi 
dari regulasi yang bisa membatasi  pergerakannya. Artinya, berbagai perusahaan besar 
yang didukung  oleh negara-negara maju selalu mendorong terjadinya deregulasi ekonomi, 
yaitu mengubah semua aturan negara yang mengekang  kebebasan berusaha dan 
mengalihkan arus usaha itu ke dalam mekanisme pasar (Nur Khalik Ridwan, 2008 : 43). 
Ketiadaan tanggung jawab sosial perusahaan akibat kukuh terhadap mekanisme 
liberalisasi  ekonomi pasar inilah yang menjadi wilayah garapan wakaf. Wakaf selalu 
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mengandalkan adanya produktifitas aset ekonomi satu atau beberapa orang yang 
kemudian mendistribusikannya bagi kepentingan umum.  
Transformasi manfaat  dari yang sifatnya kepemilikan pribadi untuk kepentingan 
publik inilah yang merupakan tanggungjawab sosial wakaf. Tanggungjawab sosial 
merupakan serangkaian konsep peningkatan kesejahteraan publik melalui optimalisasi 
sarana produktif dan ekonomi masyarakat. 
Dimensi tanggungjawab sosial dalam wakaf berarti menempatkan wakaf tidak 
semata-mata sebagai ibadah yang akan mendapatkan balasan dari Allah swt. tetapi juga 
sebagai nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas. Pertemuan dimensi “Atas” 
(ridha Allah swt) dengan dimensi  “Bawah” (kemanusiaan-profan) melekat pada wakaf 
sebagai dwi-tunggal yang menggerakkan kehidupan masyarakat. Hanya saja, kesadaran 
publik dalam wilayah wakaf ini belum sepenuhnya memadai. Berbagai kendala, baik dalam 
bentuk keterbatasan pemahaman doktrinal wakaf maupun keengganan untuk 
mengalokasikan sebagian penghasilan ekonominya untuk kepentingan publik masih 
melekat pada sebagian besar benak umat Islam sendiri (Dirjen Bimmas Islam Depag RI, 
2008 : 7-8). 
Harus diakui, bahwa sarana pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangat buruk. 
Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah masih sangat minim. Jika 
tersedia, sarana pelayanan sosial terlihat sangat tidak terawat, atau bahkan tidak bisa 
digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.  Oleh karena itu, dengan adanya dana 
wakaf diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan : 
1. Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi. 
2. Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI., 2007 : 97). 
Sedangkan dalam rangka pemberdayaan  dalam bidang pelayanan sosial ini dapat 
diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain : 
1. Meningkatkan kemanpuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan disiplin dan 
kerja keras; 
2. Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum 
lemah, cacat dan terlantar lainnya; 
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3. Membuat berbagai macam proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang yang 
luas, seperti penanggulangan akidah umat Islam akibat tekanan ekonomi yang 
menghimpit masyarakat pedalaman, proyek pembinaan anak-anak korban Narkoba 
dan “broken home” dan lain sebagainya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI., 
2007 : 97). 
 
C. Sosiologi Hukum Mengenai Wakaf 
1. Pengertian Sosiologi Hukum 
Sebelum dibahas lebih jauh wakaf dalam sosiologi hukum maka, sebelumnya dapat 
dikemukakan lebih awal tentang pengertian sosiologi hukum itu sendiri. 
Sosiologi hukum (Rechtsociologie/rechtssoziologie) merupakan cabang ilmu 
pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis emperis tentang 
persoalan hukum di hadapkan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat. Hubungan 
timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum (Saifullah, 2010 : 3). 
Dalam sudut pandang yang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi 
yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat. Perubahan 
masyarakat yang terjadi seperti aspek kedamaian, konflik, kesesuaian atau bertentangan 
dengan norma merupakan bagian esensial pula dari telaah yang dilakukan oleh sosiologi 
hukum. Sehingga sosiologi hukum tidak mempersoalkan tempat, waktu, berlaku, tidak 
berlaku, ideal, tidak ideal dan lain-lain (Saifullah, 2010 : 4). 
Menurut  Soerjono Soekanto, bahwa Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu 
pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan 
timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto,  2006 :  
25)  Dan kalangan sosiologis memandang hukum sebagai apa yang bekerja di dalam 
kenyataan masyarakat (Achmad Ali, 1999 : 7)  
Menurut Sudjono Dirdjosisworo, bahwa sosiologi hukum yang secara umum bearti 
“ilmu pengetahuan hukum yang menekankan pada studi dan analisa secara emperis, 
terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Sudjono 
Dirdjosisworo, 1996 : XI)  Pandangan lain, menyatakan bahwa pada dasarnya sosiologi 
hukum berpendapat bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa 
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justru sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah yang memberi arti 
dan pengaruh terhadap hukum (Achmad Ali, 2004 : 10). 
Kemudian menurut  Satjipto Rahardjo Sosiologi hukum (sociology of law) adalah 
pengetahuan hukum terhadap pola prilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto 
Rahardjo, 1982, 310). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa sosiologi hukum bertujuan 
untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, sosiologi hukum 
senantiasa menguji  kesahihan emperis (empirical validity) dari suatu peraturan atau 
pernyataan hukum,  sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum (Satjipto 
Rahardjo, 2000 : 326-327). Dengan kata lain,  sosiologi hukum memperhatikan verifikasi 
emperis dan validitas emperis dari hukum yang berlaku (Satjipto Rahardjo, 2010 : 2).  
Lanjut beliau bahwa hukum itu harus memiliki struktur sosial yang berhubungan dengan 
asal-usul perkembangan sosial dari suatu hukum, sehingga mencapai bentuk sebagaimana 
adanya, hukum merupakan hasil dari interaksi antara pengorganisasian masyarakat dan 
ketentuan-ketentuan lain seperti ekonomi dan politik (Ahmad Mujahidin, 2007 : 45). 
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 
hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992 : 13). 
Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang 
berpengauh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap 
hukum, dan bagimana hukum mempengaruhi masyarakat (Achmad Ali, 1998 : 40) 
Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi 
normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta emperis, sesuatu yang nyata dalam 
masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi 
terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum (Saifullah, 2010 : 4).  
Kemudian sosiologi hukum mengenai wakaf adalah  perbuatan hukum wakaf yang 
selama ini dilakukan dan dipraktikkan  oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat umat 
Islam.  
 
2. Manfaat Sosiologi Hukum terhadap Perbuatan  Wakaf Untuk Memahami 
Bekerjanya Hukum dalam  Masyarakat     
Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat di lihat fungsi hukum itu dalam 
masyarakat. fungsi hukum dimaksud, dapat diamanati dari beberapa sudut pandang, yaitu 
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: (a) fungsi hukum sebagai sosial kontrol  di dalam masyarakat; (b) fungsi hukum sebagai 
alat untuk mengubah masyarakat; (c) fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan; (d) fungsi 
hukum sebagai instrumen politik; (e) fungsi hukum sebagai alat integrasi (Zainuddin Ali, 
2008 : 37). 
Dalam kesempatan ini, dari berbagai fungsi hukum sebagaimana  yang telah 
disebutkan, maka penulis hanya melihat dari dua aspek terkait perbuatan wakaf,  yakni : 
a. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol. 
b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. 
a.1. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol  
 Fungsi hukum sebagai sosial kontrol menurut Ronny Hantijo Soemitro adalah 
merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut 
pemberi defenisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti 
larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi (Achmad Ali, 1996 : 98) 
sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah 
laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi 
hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik (Zainuddin Ali, 2008 : 
37). 
a.2. Fungsi Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat 
 Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe 
Pound adalah a tool  of social engineering bahwa perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila 
seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai 
pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan (Zainuddin Ali, 2008 : 38). Oleh karena itu, 
jika dikorelasikan dengan persoalan wakaf maka diharapkan dapat bersinergi fungsi 
hukum tersebut. 
Wakaf secara filsufis dapat dipahami sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 
41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama 
hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta 
masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (UU No.41 Tahun 2004). 
Secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah 
kemiskinan yang menggurita umat Islam Indonesia. Untuk itu pola penyadaran yang terus 
menerus dilakukan agar para pemilik harta (orang kaya) bisa meningkatkan volume 
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beribadah yang berdimensi sosial. Karena wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap 
persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. 
Dengan pola pendekatan penyadaran akan problem-problem sosial seperti itu 
diharapkan para calon wakif semakin tergerak hatinya menyumbangkan sebagian harta 
menjadi wakaf untuk kepentingan masyarakat umum (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 
Depag RI, 2007 : 18-19). 
Fungsi sosial dari perwakafan tanah mempuanyai arti bahwa penggunaan hak 
milik tanah seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada 
masyarakat.  Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya 
benda lain, dengan perkataan lain bahwa benda (tanah) seseorang ada hak orang lain yang 
melekat pada harta benda (tanah) tersebut (Direktorat Perberdayaan Wakaf Depag RI, 2008 
: 14) seperti yang dimaksud dalam firman Allah pada Surat adz-Dzariat ayat 19 : 
þ’ Îûuρ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& A,ym È≅ Í←!$ ¡ = Ïj9 ÏΘρ ãóspRùQ$#uρ ∩⊇®∪     
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian (Alquran dan Terjemahan Depag RI, 
1997 : 859). 
 
Jika perbuatan wakaf yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya 
sebagaimana yang diharapkan yakni untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum, maka seyogyanya fungsi hukum sebagai sosial kontrol dan fungsi 
hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat harus tampil ke depan dalam rangka 
normalisasi dari sebuah perbuatan pelanggaran hukum tersebut. 
Jadi, manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan 
perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi 
bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial. Begitu pula dalam dalam 
mengubah perilaku masyarakat menjadi taat hukum dalam masyarakat  maka amat 
ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum termasuk pula dalam 
hal perbuatan wakaf. 
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3. Wakaf dalam Perspektif Sosiologi Hukum 
Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan 
untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan 
tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya 
dalam bidang keagamaan dan sosial (UU No. 5 Tahun 1960).  
Tanah wakaf merupakan salah satunya persoalan dari berbagai persoalan tanah 
yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Permasalahan tanah wakaf ini di 
antaranya adalah beralihnya fungsi tanah wakaf karena dipergunakan untuk kepentingan 
umum, serta pengakuan hak oleh ahli waris si wakif. Keadaan ini menyebabkan terjadinya 
sengketa, hal tersebut mestinya tidak perlu terjadi apabila semua pihak telah memahami 
ketentuan yang berkaitan dengan wakaf (Muchlis, 2010 : 68). 
Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan di 
masyarakat. Wakaf yang telah berjalan selama ini dikelola oleh masyarakat melalui nazhir 
wakaf perorangan atau yayasan berbadan hukum yang sekaligus bertindak sebagai nazhir 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2006 : 61). Secara khusus, bahwa wakaf telah 
lama melembaga dan dipraktekkan dalam kehidupan umat Islam di tanah air Indonesia. Di 
dalam wakaf terjadi penyerahan harta benda kepada seseorang atau lembaga sebagai 
amanah untuk ditahan dan dimanfaatkan guna kebaikan karena mencari ridho Allah 
(Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2006 : 113). 
Secara  sosiologi, wakaf merupakan bagian dari sumber kekayaan yang dapat dijadikan 
sarana untuk melakukan kebajikan-kebajikan umum, baik kebajikan ibadah mahdhah maupun 
kebajikan ibadah sosial (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2006 : 105). 
Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum mengenai wakaf, maka penulis 
dapat pahami adalah perbuatan hukum masyarakat yang telah lama dilaksanakan dengan  
menyerahkan harta benda kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk kepedulian 
sosial guna untuk kepentingan masyarakat secara umum. 
 
D. Penutup 
 Umat  manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut, 
sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, 
substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf di kalangan umat Islam. Hal 
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ini disebabkan pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini sebelum dan sesudah 
Islam sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan 
mereka.  
Seiring dengan itu, khususnya di Indonesia, sejak Islam masuk perbuatan wakaf  
telah lama dilaksanakan dalam masyarakat,  maka sejak itu pula praktek perwakafan telah 
dimulai yang diperkuat dengan adanya berbagai regulasi terkait dengan hukum wakaf. 
Dengan  demikian, terjadinya suatu  perbuatan wakaf oleh masyarakat dari waktu 
ke waktu yang terus menerus dilakukan bahkan  melembaga, sehingga terjadi  adanya 
interaksi secara timbal balik. Fenomena dari suatu gejala tersebut  dapat dipahami bahwa 
perbuatan itu adalah perbuatan sosiologi hukum. 
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